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mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan [Pasal 18 (2)**]

menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan 
sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **]

berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan 
otonomi dan 
tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]

Negara Kesatuan Republik Indonesia  dibagi atas 
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu 
dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap 
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-
undang [Pasal 18 (1)**]

PEMERINTAHAN DAERAH

KEPALA PEMERINTAH 
DAERAH

DPRD

PEMERINTAHAN DAERAH

anggota DPRD 
dipilih melalui 
pemilu
[Pasal 18 (3) **]

Gubernur, 

Bupati, Walikota 

dipilih secara 

demokratis
[Pasal 18 (4)**]



PEMERINTAHAN DAERAH
Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat 
khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang
[Pasal 18 B (1)**]

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta 
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-
undang
[Pasal 18 B (2)**]

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber 
daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan 
secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang
[Pasal 18 A (2)**]

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, 
kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan 
undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah
[Pasal 18 A (1)**]



PEMERINTAH DAERAH

• DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

• DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

• DAERAH KHUSUS : PAPUA (UU RI No. 21 Tahun
2001) &  NANGGROE ACEH DARUSSALAM (UU 
RI No. 18 Tahun 2001)
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Deskripsi Provinsi Papua

Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus, bagian
dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki keragaman
suku dan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) bahasa daerah serta dihuni
juga oleh suku-suku lain di Indonesia. Wilayah Provinsi Papua pada saat tahun
2001 terdiri atas 12 (dua belas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, yaitu: Kabupaten
Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika, 
Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Nabire, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Yapen Waropen, 
Kabupaten Manokwari, Kota Jayapura, dan Kota Sorong. Provinsi Papua 
memiliki luas kurang lebih 421.981 km2 dengan topografi yang bervariasi, 
mulai dari dataran rendah yang berawa sampai dengan pegunungan yang 
puncaknya diselimuti salju. Wilayah Provinsi Papua berbatasan di sebelah
utara dengan Samudera Pasifik, di sebelah selatan dengan Provinsi Maluku 
dan Laut Arafura, di sebelah barat dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara, 
dan di sebelah timur dengan Negara Papua New Guinea.



Daerah Khusus Otonom: PAPUA

• Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

• Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan
Eksekutif Provinsi Papua

• Gubernur Provinsi Papua, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah dan Kepala
Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan Pemerintahan di Provinsi
Papua dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua

• Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRP, adalah Dewan
PerwakilanRakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua

• Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut MRP, adalah representasi kultural orang asli
Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua 
dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, 
dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 21 
Tahun 2001

• Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua 
dalam bentuk bendera Daerah dan lagu Daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan



Daerah Khusus Otonom: PAPUA

• Peraturan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Perdasus, adalah
Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal
tertentu dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2001;

• Peraturan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Perdasi, adalah
Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

• Distrik, yang dahulu dikenal dengan Kecamatan, adalah wilayah kerja
Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota;

• Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional 
dan berada di daerah Kabupaten/Kota;

• Badan Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah
sekumpulan orang yang membentuk satu kesatuan yang terdiri atas
berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh
warga setempat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada
Pemerintah Kampung;



Kewenangan Provinsi Papua

Pasal 4

(1) Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali
kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan
serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, 
Provinsi Papua diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-undang ini.

(3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan
Perdasus atau Perdasi.

(4) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup kewenangan sebagaimana telah diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

(5) Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), Daerah Kabupaten dan Daerah Kota memiliki
kewenangan berdasarkan Undang-undang ini yang diatur lebih lanjut dengan Perdasus dan Perdasi.

(6) Perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang hanya terkait dengan kepentingan Provinsi
Papua dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(7) Provinsi Papua dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga atau badan di
luar negeri yang diatur dengan keputusan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(8) Gubernur berkoordinasi dengan Pemerintah dalam hal kebijakan tata ruang pertahanan di Provinsi Papua.

(9) Tata cara pemberian pertimbangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur
denganPerdasus.



Struktur Pemerintahan Provinsi Papua

(1) Pemerintahan Daerah Provinsi Papua terdiri atas DPRP sebagai badan legislatif, dan
Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif.

(2) Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis
Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang 
memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli
Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, 
pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

(3) MRP dan DPRP berkedudukan di ibu kota Provinsi.

(4) Pemerintah Provinsi terdiri atas Gubernur beserta perangkat pemerintah Provinsi
lainnya. (5) Di Kabupaten/Kota dibentuk DPRD Kabupaten dan DPRD Kota sebagai
badan legislatif serta Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai badan eksekutif.

(6) Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas Bupati/Walikota beserta perangkat
pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

(7) Di Kampung dibentuk Badan Musyawarah Kampung dan Pemerintah Kampung atau
dapat disebut dengan nama lain



Syarat-syarat menjadi Gubernur & 
Wakil Gubernur Papua

a. orang asli Papua;

b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara;

d. berumur sekurang-kurangnya 30 tahun;

e. sehat jasmani dan rohani;

f. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdi
kepada rakyat Provinsi Papua;

g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, 
kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik; dan

h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dipenjara karena
alasan-alasan politik. (Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2001)



Lembaga Legislatif Provinsi Papua

(1) Kekuasaan legislatif Provinsi Papua dilaksanakan oleh DPRP.

(2) DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

(3) Pemilihan, penetapan dan pelantikan anggota DPRP 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Jumlah anggota DPRP adalah 1. (satu seperempat) kali dari
jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

(5) Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung
jawab, keanggotaan, pimpinan dan alat kelengkapan DPRP diatur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Kedudukan keuangan DPRP diatur dengan peraturan
perundang-undangan.



Majelis Rakyat Papua

(1) MRP beranggotakan orang-orang asli Papua yang 
terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan
wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing
sepertiga dari total anggota MRP.

(2) Masa keanggotaan MRP adalah 5 (lima) tahun.

(3) Keanggotaan dan jumlah anggota MRP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perdasus.

(4) Kedudukan keuangan MRP ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah. (Pasal 19 UU No. 21 Tahun
2001)



PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT
Pasal 43

(1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan 
mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum
yang berlaku.

(2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan
hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa
adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, 
dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah
menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan
apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang 
bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan
maupun imbalannya.

(5) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian
sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai
kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.

Pasal 44

Pemerintah Provinsi berkewajiban melindungi hak kekayaan intelektual orang asli Papua sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.



TARIAN AMBIARO: Suku Walak, di Kabupaten Malulu Tengah, 
melakukan prosesi tari adat Ambiaro di Kalkhote, Sentani Timur, 
Kabupaten Jayapura, Papua, beberapa waktu lalu



Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan bagian wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang sejak awal sudah didiami secara
turun-temurun oleh suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, suku Aneuk
Jameie, suku Kluet, suku Tamiang, suku-suku di berbagai kepulauan, dan
suku lain, yang dalam perkembangan selanjutnya dihuni juga oleh para
pendatang.

Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada tahun 2001  terdiri dari 11 
(sebelas) kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, 
Pidie, Aceh Besar, Aceh Barat, Simeuleu, Aceh Selatan, Aceh Singkil, 
Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah, serta 4 (empat) kota yaitu Kota Banda 
Aceh, Sabang, Lhokseumawe, dan Langsa, terletak di ujung utara Pulau
Sumatera mempunyai batas-batas :

a. sebelah utara dengan Selat Malaka;
b. sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Utara;
c. sebelah timur dengan Selat Malaka; dan
d. sebelah barat dengan Samudera Indonesia



Rasional Provinsi NAD
Undang-undang ini menempatkan titik berat otonomi khusus pada Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam yang pelaksanaannya diletakkan pada daerah
Kabupaten dan Kota atau nama lain secara proporsional. Kekhususan ini 
merupakan peluang yang berharga untuk melakukan penyesuaian 
struktur, susunan, pembentukan dan penamaan pemerintahan di tingkat 
lebih bawah yang sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan
bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Aceh, diatur
dalam Peraturan Daerah yang disebut dengan Qanun.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dapat menyampingkan
peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas lex
specialist derogaat lex generalis dan Mahkamah Agung berwenang
melakukan uji materiil terhadap Qanun.

Dalam hal pemberian otonomi khusus sebagaimana dimaksud undang-
undang ini, pemerintah berkewajiban memfasilitasi dan mengoptimalkan
perannya dalam rangka percepatan pelaksanaan otonomi khusus yang 
diberikan kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.



Susunan Kelembagaan Provinsi NAD
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang diberi

otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian
penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam.

Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur Propinsi Daerah Istimewa 
Aceh.

Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur beserta perangkat
lain pemerintah Daerah Istimewa Aceh sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Badan Legislatif Daerah yang 
dipilih melalui pemilihan umum.

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga peradilan yang 
bebas dari pengaruh dari pihak mana pun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
yang berlaku untuk pemeluk agama Islam.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan
undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan
otonomi khusus.



Susunan Kelembagaan NAD
Kabupaten, yang selanjutnya disebut Sagoe atau nama lain, adalah Daerah Otonom

dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dipimpin oleh Bupati/Wali Sagoe atau
nama lain. 

Kota, yang selanjutnya disebut Banda atau nama lain, adalah Daerah Otonom dalam
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dipimpin oleh Walikota/Wali Banda atau nama
lain.

Kecamatan/Sagoe Cut atau nama lain adalah perangkat daerah Kabupaten/Sagoe dan
Kota/Banda, yang dipimpin oleh Camat atau nama lain.

Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu
dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan/Sagoe Cut atau
nama lain, yang dipimpin oleh Imum Mukim atau nama lain.

Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi
pemerintahan terendah langsung di bawah Mukim atau nama lain yang menempati
wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak
menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Lambang daerah termasuk alam atau panji kemegahan adalah lambang yang 
mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.



Legislatif NAD
1) Kekuasaan legislatif di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai fungsi
legislasi, penganggaran, dan pengawasan kebijakan Daerah.

(3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai wewenang
dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan undang-undang ini.

(4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai hak angket
dan hak mengajukan pernyataan pendapat.

(5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai kewajiban
untuk mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta
mewujudkan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.

(6) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai
hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

(7) Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam paling 
banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari yang ditetapkan undang-undang.

(8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat
(5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam.



WALI NANGGROE DAN TUHA NANGGROE SEBAGAI 
PENYELENGGARA ADAT, BUDAYA, DAN PEMERSATU 

MASYARAKAT

• Pasal 10
• (1) Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang 

merupakan simbol bagi pelestarian
• penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu

masyarakat di Provinsi Nanggroe
• Aceh Darussalam.
• (2) Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe bukan merupakan

lembaga politik dan pemerintahan dalam
• Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
• (3) Hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) diatur lebih lanjut dengan Qanun
• Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.



Lembaga Eksekutif NAD
(1) Lembaga Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan

oleh Gubernur yang dibantu oleh seorang Wakil Gubernur dan
perangkat Daerah.

(2) Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertanggung jawab
dalam penetapan kebijakan ketertiban, ketenteraman, dan keamanan di 
luar yang terkait dengan tugas teknis kepolisian.

(3) Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam karena jabatannya
adalah juga wakil Pemerintah.

(4) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah, 
Gubernur bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(5) Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, Gubernur berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.



Syarat menjadi Gubernur & Wakil Gubernur NAD

a. menjalankan syariat agamanya;

b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Pemerintah yang sah;

c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas
atau yang sederajat;

d. berumur paling sedikit 35 (tiga puluh lima) tahun;

e. sehat jasmani dan rohani;

f. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;

g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 
dan

h. tidak pernah menjadi warga negara asing.



Mahkamah Syariah

(1) Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan
nasional dilakukan oleh Mahkamah Syariyah yang 
bebas dari pengaruh pihak mana pun.

(2) Kewenangan Mahkamah Syaryah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas syariat Islam 
dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut
dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.



2/19/2011 7:01:54 AM



2/19/2011 7:01:54 AM



DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



RUUK Provinsi DIY 
2. Keistimewaan adalah kedudukan hukum yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.

3. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan
Daerah.

4. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kesultanan, adalah warisan budaya
bangsa yang dipimpin oleh SriSultan Hamengku Buwono.

5. Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Pakualaman, adalah warisan budaya bangsa yang 
dipimpin oleh Adipati Paku Alam.

6. Kebudayaan adalah nilai-nilai, norma, adat istiadat, benda, seni dan tradisi luhur yang mengakar
dalam Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Parardhya Keistimewaan Yogyakarta.

8. Parardhya Keistimewaan Yogyakarta, selanjutnya disebut Parardhya, adalah lembaga yang terdiri dari
Sri Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam sebagai satu-kesatuan yang mempunyai fungsi
sebagai simbol, pelindung dan penjaga budaya, serta pengayom dan pemersatu Masyarakat Daerah 
Istimewa Yogyakarta. 
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